Menimbang

PERATURAN KOMISI INFORMAS]
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKS] DAN PENETAPAN

ANGGOTA KOMISI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

C.

KETUA KOMIS] INFORMASI PUSAT,

bahwa Komisi Informasi bertugas dan berfunpsi
menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publk dan peraturan
pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyelesatkan sengketa
informas] publik melalul mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi;

bahwa untuk melakukan tugas dan fungsi diperlukan
calon anggota Komisi Informasi yang memenuhi syarat
dan kriteria;

babwa Komisi Informasi terdiri atas Korigi Informasi
Pusat; Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan
Komisi Informast Kabupaten atau Kota; dan

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hural a, huruf b, dan huruf ¢, maka
perlu membentuk Peraturan Komisi Informasi Tentang
Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota
Komisi Informasi.



Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor &1, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMIS]
INFORMASI.

BARB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penvelenggaraan negara dan/atan penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesual dengan
Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
serta informasi lain yang berlaitan dengan kepentingan
publik.

2. Badan Publik adalah Ilembaga eksekutf, legistatif,
yudikatil dan badan lain yang lungsi dan tugas pokoknya
berkkaitan dengan penyelenggaraan negara, vang sebagian
atan  seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan  dan  belanja daerah, atau organisasi
nonpemerintah  sepanjang  sebagian  atau  selaruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara danfatau anggaran pendapatan dan
belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar

negeri.
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Komisi Informasi adalabh lembaga mandini vang berfungsi
menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik dan peraturan pelaksananva, menctapkan
Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalat mediasi
dan/fatau ajudikasi.

BAB I
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMIST INFORMAS]

Pasal 2

Tim  Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat
dibentuk eleh Pemerintah Pusat,

Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Previns
dibentuk oleh Pemenntah Provinst dan ditetapkan oleh
Gubernur.

Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Kabupaien
atau Kota dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota
dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota,

Komist Informasi vang telah terbentuk dan -akan
melakukan proses seleksi untuk miasa jabatan berikutnya
wajib memberitahukan secara tertulis kepada Presiden,
GCubernur atan Bupati atau Walikota dan DPR atau DPRD
paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum berakhirnya
masa jabatan.

Tim seleksi harus terbentuk paling lambat 3 [tiga) bulan
setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4.

Pasal 3

Komposisi Tim  Seleksi terdin  atas seorang Ketus
merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap
anggota, dan Anggota.

Tim Seleksi calon angegota HKomisi Informasi Pusat

berjumlah 7 (tujuh) orang vang terdiri atas 3 unsur
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akedsmisi, 2 unstr pemerintah, dan 2 unsur
masyarakat,

Tim Selrksi calon anggota Komist Informasi Provinsi atau
Komigi informaai Kabupaten atau Kota berjumlahk 5 {lima)
orang yang terdiri atas 2 unsur akademisi, I unsur
pemetintah, 1 unsur Kemisi Informeasi Pusat dan 1 unsur
me3yaraladt.

Dukungan =administrasi, keuangan, dan tata kelola
dilalukan oleh Pemerintah,

Pazal 4

Unsur Komisi Informasi Pusat dapat beraszal anggota
Komisi [nforrnasi Pusat ataw pihak lain.

Penuniukkan unsur Komisi [nformasi Pusat sebagairmana
chmaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan
dan pemerintah daerah.

Penunjukkan unsur Komisi Informasi Pasat dilakukan
mefaluil proses rapet pleno oleh angeota Komisi Informasi

Puzat

Pagal 5

Setiap angpota Tim Seleksi mempunyai hak suara yeng
SAMA.

Fapat Tim Seleksi caton anggota Komisi [nformasi Pusat
sah apabila dihadirl sedikitnya oleh 5 (lima) orang
anggote yvang dibuktiftan dengan daftar hadir.

Rapat Tim BSeleksi calon anggota Komisi Informasi
Provinsi atan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota sah
apabila dikadiri sedikitnya oleh 4 {(empatl orang anggota
vang dibuktikan dengan daftar hadie.

Keputusan Tim Seleksi calon anggota Komie informasi
Pusat =ah apabila digetnju oled sedikitnya 4 jempat)
orang anggota yang hadir.
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Keputusan Tun Seleksi calon anggota Komisi Informast

Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten atau Kote sah

apabila disetujul oleh sedikitnya 3 (tiga) orang anggots

vang hadir.

Pasal o

Tugas Tim Seleksi calon anggeta Komisi Inlormast Pusat.

d,

o

Mmoo

menetapkan jadwal kerja;

menentukan metode dalam sstiap tabapan sekeks:;
menyusun materi scleksi;

melaksanakan tahapan gelekst;

mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
mengajukan =ejumlah 21 [(dua puldh saty) nama-
nama calon angeota Kemisi Informasi Pusat untuk
diajukan kepada Presiden;

mengarsipkan dan mendokumentasikan  selurith
tahapan sejeksi;

mcmbuat  Laporan  Hasgil  Pelaksanasn  Seleksi
termasuk  evaluaw  dan saran rekomendasi
penyempurmnsaan selekai; dan

memperhatikan  kelerwakilen  peremipuan  calon
angenta Koarisi Informasi Pusat dalam setiap tahapan
gelalesi.

Tugas Tim BSeleksi celon anggota Komisi Informasi
Provins: atau Kabupaten atau Kotal

I TN B

menecaphkan jadwal keria,

menentukan metode dalam setiap tabapan peicks;
menyusun mater seleksi;

melaksanakan (shapan seleksi;

mengumumkan hasil selap tahapan scloksi;
mengajukan paling =zedildit 10 (zsepuluhl dan paling
banyak 15 {lima belas] nama-nama calon angeota
Kornisi Informasi Provins atau Kabupaten atan XKota
vuntuk digjukan kepada Gubernur atew Bupati atan
Walikora:
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g. mengarsipkan dan  mendokumentasikan selaruh
tahapan seleksi;

h. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi
termasuk evaluasi dan saran  rekomendasi
penvempurnaan selelosi;

. memperhatikan keéterwakilan perempusan  calen
anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten
atau Kota dalam setiap tahapan seleksi; dan

1. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komiisi

Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.
Pasal 7

Masa Kerja Tim Seleksi paling lama adalah € [(enam)
bulan.

Tim Seleksi wajib memulai tahapan seleksi calon anggota
Komisi Informasi selambat-lambatnya 1 (satu} bulan
setelah terbentuk.

Pagal 8

Persyaratan umum untuk menjadi calon Tim Seleksi:

a. warga negara Indonesia,

b, memiliki integritas dan tidak tercela; dan

c. bukan anggota partai politik dalam jangka waktu 5
(lima} tahun teralhir.

Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi

unsur akademisi:

a. berpendidikan paling rendah strata dua (52); dan

b. memiliki pengetahuan dibidang  Keterbukaan
Informasi Publik.

Persyaratan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi

unsur pemerintah;

4. pejabat struktural eselon II [dua) atau lebih tinggi;
dan

b. memiliki pengalaman dibidang Keterbukaan Informasi
Publik,
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(4) Persyarstan khusus untuk menjadi calon Tim Seleksi
UNELT MASYATAKAL:
a. tokoh masgyarakat; dan
b. memilils pengetahuan tentang miormas Publik.

BAR 111
CALON ARGGOTA KOMIS1 INFORMASIL

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi calon anggota Komisi Informasi:

a. wargs negera Indonesia;

b. mermliki integritas dan tidak tereela:

c. bdak pernah dipidana karena melakulkan tindak pidana
yeag diancam dengan pidana & {lima) tahuan atau lebik;

d. memtliki pengetahuan dan pemahaman di bidang
keterbukaan Informasi Publik sebapal bagian dan hak
asasi manusia dan kebijekan puhlik;

e, mermniliki peagalaman dalam akbivilas Badan Pubilik;

[. bergedia melepaskan keanggotean dan jabatannya dalam
Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Kermsi
Informasi;

g. bemscdia bekerja pench waktu;

h. berueia paling rendah 35 ftiga puluh lima| tabun; dan

i. sechat jiwa dan raga.

BAB IV
TAHAPAN BELEXS] CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI

Bagian Kezatu
Tahap Pengumuman Pendaftaran

Pasal 10
1] Pengumuaman pendaltaran scleksi calon anggote Komiai

Informaei dilakukan sedikitnya pada 2 [(dua) surat kabar
herian nasicnal dan/atau lokal dan 2 [duza) medla massa
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elektronik selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut,

selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum
pendaftaran dibukes,

Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan- bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedus
Tahap Penerimaan Pendaftaran

Pasal 11

Masa pendaftaran dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja.
Pendaftaran dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali
miasa pendaltaran.

Jumlah pendaftar calon anggota Komisi Informasi Pusat

sedikitnya 40 (empat puhah) orang dan Komis! Informasi

Provins] atau Kabupaten atau Keota sedikitnya 25 (dua

puluh lima) orang.

Pendaftaran calon anggota Komisi Informasi, disertai

penyerahan dokumen sebagai benkut:

a. Surat pendafiaran yang ditandatangani;

b. Daftar Riwayat Hidup;

c: Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua)
lembar;

d. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yvang masih
berlakiy;

e SBurat keterangan kepelisian tidak permah dipidana
karena melakukan tindak pidana vang diancam
dengan pidana 5 {lima) tahun atau lebih;

f. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan din dan

keanggotaan dan jabatan di Badan Publik apahbila

diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi vang
ditandatangani di alas materai;

Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang

i

ditandatangani di-atas materai; dan
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h. Burat keterangan sehal jasmani dan rohani yang
dikeluarkan tim pemertksa keschatan dari rumsgh
sakit Permerintah.

ZBeluruh doltumen sehagaimana dimaksud ayat (4] dapat

dalam format elektronik danfatan nonelektronik yang

pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Dolumen sebegaimans dimaksiyd pada ayat [4) huraf a,

huruf b, huruf f, dan horaf g tercantum dalam Lampiran

Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Frcraturan ind.

Bagian Ketiga
Tahap Scleksi Admimstratd

Pasal 12

Seleksi administratil celon anggota Komign Tnlormas
dilakukan paling lambet 5 (tima) hari kerja terhitung
sejak tahap penerunaan pendafiaran ditatag,

Seleksi administratif dilakukan dalam waktu S [lima) har
kerja dan diumumkan paling lambat 2 {dua) har kerja
setelah mendapatr hastl =eleksi administratf sedikitnya
pada 2 idva] media massa elektronik selama 3 {liga) han
bartumit-narut.

Pepggumuiman fnama-nama calon  anppota Komisi
Informas yang telzah dmyatakan lulus Tahap Seieksi
Administrasi scbagaimana dimaksud pada syat [2)

digusun eecara herurutan berdasarkan abjnd.

Bagian Keempat
Tahap Tes Potensi

Pasal 13

Name-nama caion anggota Komisi lnforme=m yeng telah

lulus zeleksi adminisiratil berhak mengikoti tes potensi.
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Tes potensi terdini darl materi perundang-undangan,
materi pengotahuan  dan pengelaman, serta materi
personalitas.

Tes potensi dapat dilakukan dengan metode tertulis
ataupun dengan menggunakan metode lainnya,

Tim Seleksi melakukan teés potensi dalam waktu paling
lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diumumkannya
hasil seleksi administratif.

Tes Potensi dilakukan dalam waktu 1 [satu) han kerja
dan diumumkan paling lambat 2 {dua) hari kerja setelah
mendapat hasil tes potensi sedikitnya pada 2 (dua) media
massa elektromk selama 3 {tiga) han berturat-turat.
Pengumuman nama-nama calon anggota Komisi
Informasi yang telah dinyatakan lulus Tes Potensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun secara
berumnitan berdasarkan abjad.

Bagian Kelima
Tahap Penerimaan Masukan dan Saran Masyarakat

Pasal 14

Penerimaan masukan dan saran dan  masyarakat
dilalukan terhadap calon anggota Komisi Informasi yang
lulus Tes Potensi selama 14 (empat belas] har kerja sejak
diumumkan.

Masukan dan saran dari masyarakat dapat disampatkan
dalam format elektronik dan/atau nonelektronik yang
pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Seleks:.
Pengumuman penerimaan masukan dan saran dan
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bersamaan dengan pengumuman hasil tahap
Tes Potensi,
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Bagian Keenam
Tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok

Fasal 15

Mama-tnama calon anggota Komisi Informasi yang telah
lilus Tea Potensi berhak mengikuti tahap psikotes dan
dinamikza kelompok.

Tim Seleksi melakukan psikotes dan dinamika kelompok
dalam wakiu paling lambal 5 {lima) hard kerja terhioung
segjakk dimmupnya penérimaan mesukan dan  saron
masyarakat.

Psikotes dan dinamzka kelompok didakukan dalam wakiy
1 {satu) harl kerja dan dlumumkan paling lambat 2 jdua)
hati kerjia setelah mendapat hasil tes potensi sedikimys
pada 2 (dus) media massa elolktronik selama 2 (tiga} hari
bt - .,

itasi! psikotes dan dinamika Kelompok tidak bersifac
mengeupurkan  wamun  wajib menadi bahan
pertimbangan Tim Seleksi

Eagian Ketyjuh

Tahap Wawancara

Pazal 16

Nama-nama calon angacta Komisi Tnformasi yang telah
selesnl mengiluh tahap psitkotes dan dinamika kelompok
diwajibkan mengikut wawancara.

Wawanicars dilakukan oleh seluruh anggeta Tim Seleksi
dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kega terhitung
sejale dilaksanakannya psikotes dan dinamiks lelampole.
Wawancara dilakukan daiam waktu 2 {dua) hari kerja
dan diumumbkean paling lambat 2 [dua} har kerja setelgh
mendapat Basil wawancare sedikitnye pada 2 {dua} media
massa elektronmi selama 3 [tga) harl bertuerat-barut
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Pengurmuman nama-nama calon angeota  Komisi
Informasi yang telah dinyatakan lulus Tahap Wawancara
sebagaimana dimaksud pada avat (3) disusun secara

berurutan berdasarkan abjad.

Bagian Kedelapan
Tahap Penulisan Makalah

Pagal 17

Setiap calon anggota Komisi Informasi yang dinyatakan
lulus Tahap Wawancara diwajibkan membuat makalah
yang menyangkut visi, mis! dan program kerja yang akan
dilakukan jika terpilih menjadi anggota Komisi Informasi.
Calon Anggota Komisi Informasi menyampaikan makalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Seleksi
dalam jangka wakfu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diumumkannyva hasil wawancara,

Bigian Kesembilan
Pencerminan Unsur Pemerintah Calon Anggota Komisi
Informasi

Pasal 18

Pencerminan unsur pemenntah bag calon anggota
Komisi Informasi dilakukan scbelum mengajukan nama-
nama calon anggeta Keomisi Informasi kepada Dewan
Perwakilan Rakyvat atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Tirm SBeleksi menverahkan nama-nama calon anggota
Komisi Informasi kepada Presiden atau Gubernur atan
Bupati atau Walikota untuk memilih nama-nama calon
angpota Komisi Informasl yang mencerminkan unsur
pemerintah  sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertigal dari
jumlah nama-nama calon anggota Komisi Informasi vang
akan diajukan.
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Nama-nama calon anggota Komisi Informasi yvang terpilih
untuk mencerminkan unsur pemerintah wajib disertakan
surat keterangan dari Femerintah.

Format surat keterangan sebapaimana dimaksuod pada
avat (3] tercantum dalam Lampiran lIl yang merupakan
bagian tidak {erpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Pengajuan Nama Calon Angegota Komisi Informasi

Pazsal 19

Presiden menyerahkan nama-nama ¢alon anggota Komisi
Informasi Pusal yang elah mencerminkan unsur
pemerintah dan wunsur masyvarakat kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sejumlah 21 orang wvang disusun
berdasarkan abjad.

Gubernur atau Bupati atau Walikota menyerahkan
nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau
Kabupaten atau Kota vang telah mencermmkan unsur
pemerintah  dan unsur masyvarakat kepada Gubernur
atan Bupat: atau Walikota untuk diajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 10 ({sepuluh)
orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang vang
disusun berdasarkan abjad.

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya nama-
nama calon anggeta Komisi Informast yang diajukan alch
Presiden maupun Gubernur atau Bupati atau Walikota,
Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah mengumumkan nama-nama tersebut pada 2
(cua) surat kabar harian nasional dan fatau lokal untuk 2
{dua} kali terbit dan 2 (dua) media massa elebtronik
selama 3 {tiga) hari berturuat-turat untuk mendapatkan
masukan dan penilaian dari setiap Orang.
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Bagian Kesebelas
Uji Kepatutan dan Kelayakan

Pagal 20

Uji kepatutan dan kelayakan terhadsp calon anggota

Komim Infermast dilekulkan dengan ketenturn schagm

berikut:

g, Calon anggota Komisi Informasi Pusat gleh Dewan
Perwahdtan Ralkyat;

b. Calan anggota Komisi Informasi Provinz: oleh Dewan
Perwakitan Eekyat Daerah Provinsi, dan

£, Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten atan Kota
olehl Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaicn
atau Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat atan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah hanis segera melakakan Wi kepatutan den

kelayakan selambat-lambatnya 30 [tiga pubah) han kerja

sctelah diterimanyr name-nama calon Angeote Komisi

Inlocrmast.

Jumtah angeota Komisi Informasi Pusat yang terpilih

terflini darn sebanyak-banyaknya 2 (duz]) orang unsur

perRenalah.

Jumtah  anggota  Komisi  Informasi Provinet  atau

Eabupaten atau Kota yang terpilih terdivi dari sebanyak-

Banyaknya 1 (satu) orang unsur pemeritttah,

Haasil uji kepatutan dan kelayekan disusun berdasarkan

peringkat dan divmumkan sedikittya pada 2 (dus) surat

kabar harian nasional dan/atau lokal untuk 2 {dua) kali

terbit dan 2 [dus) media massa elektronik selama 3 [Hga}

han bertumat-turat.
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Bagian Keduabelas
Penstapan dan Pengambilan Sumpeah Jabatan

Pasal 21

Penetapan sebagal anggota Komisi Informasi terpilibh

dalam bentuk Surat Keputusan ditandatangani oleh:

a. Presiden untuk anggota Komisi Informasi Pusat;

b. Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi:
dan

¢, Bupatiatau Walikota untuk anggota Komisi Informasi
Kabupaten atau Kota.

Proses penetapan angpola Komus: Informast dilakukan

dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak diumumkannya hasil vji kepatutan dan

kelayakan.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota

Komisi Infomasi terpilih dapat dilakukan dengan

ketentuan sebagai berilout:

a. Presiden untuk anggota Komisi Informasi Pusat:

b. Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi;
dan

c. Bupati atau Walikota untuk anggota Komisi Informasi
Kabupaten atau Kota.

BAB V
Laporan Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 22

Setelah berakhirnya seluruh rangkaian tashapan scleksi,
Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanasn seleksi mulai
dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian nama-
nama calon anggota Komisi Informasi.

Laporan hasil seleksi disertai dengan evaluasi dan saran

rekomendasi penvempurnaan.
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Laporan hasid szeleksi memidiki  sistematika  sebagai
berikur

a. Pendahuluan;

b, Maksud dan Tujuan;

c. Pelaksangan Tahapan Seleksi,

d. Hasil Scleksi;

¢, Evaluasi dan Baran; dan
f. Penutup.
BAE VI
PERGANTIAN ANTAR WAKTL
Pasal 23

Anggota Komis  Informam yveng Gdak  dapat
menyelesaikan masa jahatannya dilakukan pergantian
antar wektu,

Pergantian antar waktu diputuskan oleh Komist Informmasi
seteish sda sural keputusan tentang pemberhentian
angarla  Komigi Informasi yang  memenuhi  kriteria
berhenti atan diberhentikan sesual denean perndang-
widangan dan divsutkan kepada Presiden atau Cubermur
atau Waliketa atau Pupati.

Presiden atau Gubernur atau Waltketa steu Bupati
berdasarkan hasil konsuitasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat atau Dewan Perwaldlan Eakyatr  Hacrah
menelapkan pergantizn antar waktu angecta Komisi
informas: paling lambat 30 [Hga pultth] bhad kergs sejak
diterimanya surat keputusan HKeomist Informasi vang
brrsangkutan.

Masa jabatan anggota Komisi Informasi pergantian antar
waktu ditetapkan =selama sisa masa jabatan angpoia
Komisi Informasi yang digantikan.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 24

Pelaksanaan Selcksi dan Penetapan Angrota Komisi Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Heputusan Ketua Kemisi
Informasi Puzat Nomor: O] /KER/EIPSAIN/ 2010 tenteng
Perubahan Atas Keputusan Eetua Komisi Informasi Pusat
Nomor: 02/KEP/KIP/ X/ 2009 tentang Pedomzn Pelaksanaan
Selekei den Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan
Kormisi Inlormaszi Kabupaten ataun Kota, vang telah diproses
sebelum  diundangkannya Peraturan Komisi informasi ind
dinyatzlkan tetap beriaky ssmpai dengan proses Pelaksanaan
Seleksi dan Penetapan Anggota Kornisi Informasi berakhir,

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUF

Pazal 25

Pada saar Peraturan ini mulai berizku, Keputusan Ketua
Komisi Informasi Pusal Nomor: 01 /KEP/KIP/III/2010 tentang
Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat
Nomor: 02/KEP/KIP/X /2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Seleksl dan Penstapan Angeata Kormisf Informasi Provinsi dan
fKomisi Informasi Kabupaten atay Kote, dicabut  dan
dinyatakan tidalk berlaku.

Pazal 26

Peraturan kKomisi Informasi ini berlalu pada tangpal
diundangls=n,
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi Informasi ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 e trD T 4
KETUA KOMIS! INFORMASI PUSAT,
JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal (- B .76l

DIREKTUR JENDERAL

FERATURAN PERUNDANG-LUNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 7ol NoMoR V9D
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FENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NCOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDCMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN
ANGGOTA KOMIL3! INFORMASI

TIMUM

Undeng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kctcrbuksan
Iofoemasl Publik mengstur bahwa Kernisi Informasi bertugas dan
berfungsi untuk menjalenksn Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik den peraturan pelaksangannya,
menetapkan petunjuk telmis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketz [nformesi publik melalu mediesi  danfastan
ajudikasi nenlitigasi.

Undang-Undang juga mengatur hahwa Komisi nformasi terdin atas
Komisi Informasi Pusat, Komisi loformasi Provinsi den jilsa dibutuhkan
Komisi Informasi Katnpaten/Kota, Untuk melaksanakan tugas dan fungai
Komisi informasi maka dienghatlah anggota Komisi Informasi. Proses
penigangkatan anggota Komnisi Infarmaai dimula dengan pengelenggaraan
aeleksi anpgota Komisl Informasi.

Penyelenggaraan seleksi anggots Komisi Informasi yang dintur secara
wmum dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomoer 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan nfermasi Publik memerlukan ketentuan yang
jehih rinei untuk memastikan bahwa penyelenggarsan  seleksi
dilaksanakan wecara terbuka, juur dan objektil. Sehingga dapat
menghasilkan anggota Komis Informasi yang patat dan layai den dapat
menjadi pandusn bagi pemerintah agar melaksanakan seleksi yang
terpadu dan sesuei dengan aturan yang berlaks.



iI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Culcup jelas.
Ayat (3]

Cukup jelas.
Ayat (4]

Cukup jelas.
Ayat (3]

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat {4)

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas,
Ayat {3}
Cukup jclas.
Paszal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat {2)

Cukup jelaa,
Ayat |3)

Culoip jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat (5]
Cukup jelas.

Pzaal &
Ayat (1)
Culap jelas.
Ayat [2)
Culoup jelas,

Pasal 7
Ayal (1]
Culcup jelas.
Agat (2]
Cukup jelas,

Pasal 8§

Ayat (1]

Cukup jelas.
Avat (J)

Cukup jelas,
Avat |3

Cukup jelas.
forat (4

Culoup jelas.

Pasal &
Cukup jelas.




Fasat 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2]
Culkup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Culkup jelas.
Ayat [2]

Culcup jelas,
Ayat 3]

Cukup jelas.
Ayat )

Cukmp jelss.
Ayat {5)

Cukup jelas.
Ayat (6

Culoup jelas.

Pasal 12
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelasa.
Ayat {3
Culkup jelaas,

Pa=al 13

Ayat [1]

Cukup jelas.
Ayat (2]

Culoap jelas.
Ayat (2)

Culnip jelas.
Avat {4)

Culup jelas,



Ayat (3)

Culap jelas.

Ayat {B)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1]

Cukup jeles.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Apat {3)

Cukup jelas.

Pazal 15
Avat |1

Cukup jelas.

Ayat (2]

Cukup jelea.

Ayat [3)

Cubap jelas.

Ayat (4

Culup jelas.

Pasal 14
Avat (1]

Cukup jelzas.

Ayat (2]
ulup jelas.
Ayat {3}

Cukup jelas.

Avat {4)

Culup jelas.

Pesal 17
Ayvat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukuyp jelas.

Pasat 18
Ayat [1]

Cukup jelas.

Ayat (23

Cubup jeles.

Ayar (4]

Cukugp jelas.
Ayat {4)

Culup jelas,

Prsal 13
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayat {2}
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukup jelas.

Pasal Z0

Ayat (1]

Cukup jelas.
Avat (2]

Cukup jelas.
Avat {3]

Culktip jelas.
Ayet {H

Cukup jelas,
Avat {5

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayt (1}
Cukup jelas.



I

Avar [2)

Cukup jelas.
Avyat (3]

Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Culkup jelas.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Avat (3)
Cukup jelas.

Pagal 23

Ayat (1)

Cukup jelas,
Avat (2]

Cukup jelas.
Ayat [3)

Cukup jelas.
Ayat (4}

Culcap jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas,

Pasal 26
Culcup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR



LAMPIRAN |

PERATURAN KOMES] INFORMASI
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANCG

PEDOMAN PELARSANAAN SELEKSI
DAN FENETAPAN ANGGOTA
KOMIEI INFORMAS]

TIM SELEKS!
CALON ANGGOTA KOMIS] INFORMASI
PUSAT/PROVING] /KABUPATEN /KOTA

44FFF{damLmaa AL NN AN LI AN L L NN NI NN NI NN LEE NN L LI NN LEE NN

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKS]
CALON ANGOOTA KOMISI [INFORMASI
PUSAT/PROVINSL/KABUPATEN KOTA*

1. Dalam rangks melaksanalean Pagsal 30 ayat ) 'Relorurmen calon
anggota Komisl Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka,
jugur dan obyektif”, maka Tim Seleksi Celon Anggots Komisi Informasi
Puzat/ Provins!/ Kabupaten/ Kots* et see e membaika
pendafraran calon anggota Komisi Informaei
Pusat f Provingif Kabupaten /Kaota*.

2. Permyaratan menjadi calgrn anggota Kornisi Informasi
Pusat/Provinsl/Kabupaten/Kota* aesuai pasal 30 eyat 1 UL No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informazi Publik.



3. Formulir kelengkapen administrasi persyaratan celon anggota Komisi
Informasi Pusat/Provinsi/ Kabupaten { Kote* dan keterangan lebih Janjut
dapat diperoleh di Selkretariat Tim Seleksi Calon Anggota Homisi
Informasi Pusat/ Provinsi /Kebupaien f Kota®* di Kantor

4. Dokumen pendafteren di antar ataw dikinim melalui jasa pengiriman ke
Sekretarint Tim  Seleksi Calon Anguota  Komisi Informasi
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota* di Kentor ...,
Komisl Informasi Pusat/ProvineifKabupaten /Kota* yang berajamat di

8. Seleksi dilaksanekan dalam 3 (tige) tahap dengan sistem gugur dan
Jadwalnya adalah sebagai baritat:
a. Tahap  Selelsi  Administrasi  direncanaken  dari tanggal
L. Tehap Tes Poteniai direncatiaktan dan tanggal .. e,
¢. Tahap Psikotes dan Dinemika Kelompok direncanakzn dari tanggal
. Tehap Wawancara direncanakan dari bOpgal .o i
e. Kepastian wakia dan tempat pelaksanaan seleksi, akan diberitashukan

kemudian.

[. Pendaftaran dan selels tdak dipungot biaya.

................. OO 4 S

Tim Seleksi Calon Anggeta Kopmisi Informasi
Pusat/Provins/ Eabupaten f Kota® ...,

(KETUA)

Heterangan: *) Coret yang tdak diperlukan.
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LANPIRAN I1.A

FERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR ..... TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
DAN FENETAPAN ANGGOTA

KOMI3I INFORMASI

SURAT PENDAFTARAN CALON
ANGGOTA KOMIA] INFORMAS] FUSAT/ PROVINGI /KABUPATEN /KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mamsa e et atammramsE e e e r—
Jenis Kelamir D eivereranars N bbbeswrimsmErrdtent s eatasannts
Tempat Tgl. Lahir/{Usia et esreserarrrerariaTest T TaRreEinRrry nRstaarre
Pekarjasan/Jabatan D et n e R R e o
Alemat ek rme dadnt R fsn s mEsesnerameEe e ey ey mn e s ama e

denpan ini mendaftarkan diri scbagai calon anggeta Komisi Informam
Pusat/Provingi/Kabupaten/Kota* berdasatkan Pengumuman Tim Beleksi
Calon  Anpggota  Komisi [nformasi  Pusat/Provinsi/Kabupagen/Kota®

............................. NOMOL ovvvveecrieeon EOEEAL e,

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenubi
ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Keterbukaan Informaesi Publik.

b wmtqana e n Y eeimeemrerrene e rreas 20....
FENDAFTAR,

Materai

Rp. 6040, -
[ ivrmnnnrnrmnannie- T ]

Keterangan: *) Coret yang tidek diperlukan.
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LAMPTIRAN I11.H

PERATURAN KOMISI INFORNKASI
NCGMOR ... TAHUN 2016

TENTAMG

PEDOMAN PELAKEANAAN SELEKSI
DAN PENETAFAN ANGGOTA
KOMI18] INFGREMAS]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

l.Name ! e eeraeiseesrineeissneieeeeiereet s rerannanasnnit T .
2. Jeniz Kelemin : Laki-laki/ perempaan *)
3. Tempat Tl Lahizf Usise o inirvnrrirrinsarr v errrnnar sassrsremsr s enes
4, Pekerjaan/Jabaten LS daerineerriaererrraa e e ra s
3. Alatnat © e ereraEr Nt E Rt EEEEEarriEEErL R Rrr AR EAr e EaL R
6. Blatus Perkawinai:

a. Bolum{sudah/ pernah kawin *}

L. nama iefrifsuami*] ! ...

c. jumiah anak D rreneeansraen OrEng
7. Pelterjaan PP

Riwayai Pendidikan :

L TN T T

TN

e bbb e e b e R b e an bbb s b b

P e At e dEeL b eramy e ekdsnaraa e

By sismsimammiE i i E LR R R R EEEEELEEEL LR R AR
9. Pengalaman Pekerjaan

S T T I

o TN T ban

B e L e L raa L LaaALLLaMALE LM LR tat bae o paa

de o deatemneeermtiaran e besmrmrasienaaes

By aiiirc e ro e pie gt beieratiseemasrennnis

10, Pengatleman Orgenizasi
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< TR qame e
B T S
P
A e -
L T it EEErEr TR AR AR AE L E R iR EEE
11. Penghamngaan yang pernah diperoleh -
- T raneon i s drvrrineerrientnra
S
T P
D i e
YRS UUURURU PO
12, Lain-lsin R Fbanareramarrentar e aan AT Er At eEa i Eaen s na

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengen scbenamya untuk digunakan sebagei
bukti pementthan syarat calon Anggota Komisi Informasai

Pusetf Provinsi / Kabupeten /KO . eeeevneveeens gebagaimana dimaksud

Undang-itmdang Nemar 14 Tabhun 2008 tentang Keterbukasn Informast Publik.
A48 1dd==Fldd=FFlaa=rr | 4=rFFdaarrriaarrrannr: Eﬂ lllll
Yang Membuat,

Paslota Matere

3 X4 Rp 6.004, -
[ vneraaanansanaaaananeansinsinsianans }

Ketermngan: *) Coret yang tidak diperhakan.
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LAMPIRAN 11.C

PERATURAN KOMIA] INFORMARI
NOMOE ..... TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEXE]
DAN PERETAPAN ANGGOTA
KOMIS] INFOEMASI

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PENGUNDURAN DIR!

Yang bertanda tangan di hewah ind :

Nama S . O rereinr
Jeniz Kelamin T ieamitacrraaarrriaErEleEraatrEIAaEE A arrrasrr A riaa
Tempat TRl Lahir, UIBIa fu v coii bbb e et p b bsa sk s s d bbb b b s sab b ot
Pekenjaan/ Jabatan T bt LB B L bR R e
Alameat e —e- et e AR 0 8 b A e kR e s

Menyatakan bersedia menpundurkan diri deri keanpggotaan dan jabatan
pade Badan Publik tempat raya bekerja apabila dianpkat menjadi Anggota
Komisi Infarmasi.

Demnlaat surab pertiyataan it dibuat dengan sebenarnya untulk dapat
digunakan =ebapai bukt pemenuhan gyarat m#ojadt calon anggota Komisi

Informasi Pusat / Provinsif Eabupaten/Kota® ............ tabian 20.....
.................. s eeeerernnraenees 20
Yang membuat pernyatean

Keterangan: *] Coret yang Hdak dipertukan,
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LAMPIRAN II.I}

FERATURAN KOMISL INFORMAS]
NOMOR ..... TAHUN 2016
TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN SELEKE]
DAN FENETAPAN ANCGGOTA
KOMISI INFORMAS]

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN BERER.JA PENUH WAKTLS

Yang bertanda tangan di bawsh ind :

HMama e ewa e e s rea e e e e e e e e e
Janis Kelamin e wmsenemrsira s rm e Ein e e e e mn s rr et n
Tempat TEL Lahir! LBha oo isarrmaae i asm e asm e naness pasnara oy
Pekerjaan/Jabatan Faaat i amrrtnrmL e rianeni e riaeeoanan e eienenns e e nnns
Alamat e e mr e e e ELs e ar s maere et ram i na

Menvatekan dengan sebenarmye bahwa says bersedis untuk bekerja penuh
wakou.

Demilcan suwral pernyatsan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunaken sebagei bukd pementthan syarat menjadi celon anggota Komist
Informasi Pusat /Provineif Kabupaten/Eota* ............. tahun 20.....
.................. S <. S
Yang membusat pernyatsan
Materai
Rp 6.000,-
[ e}

Keterangan: *} Coret yang tidak diperlukan.
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LAMPIRAN [

PERATURAN KOMI31 INFORMASI
NOMOR ... TAHUN 2016
TEMNTANCG

PEDOMAN FELAKBANAAN SELEKSL
DAN PENETAPAN ANGGOTA
KOMIS] INFORMAS]

SURAT KETERANGAN
PERWAKILAN UNSUR FEMERINTAH

INSTANS] ... biasrrennarer

menerangkan bahwa :

Nema  erarriaraEriataaeE e rrararianita e e rnn i aaraLa.s
Janis Kelarnin S
Tempet TRE. Lahir i .rrrrrrriraarr i ars s s rrnes
Pekeriaan f JADATATL vcciviiririnar i r et srarnsarrrnanrrresns ines
Alamat R

Adalah perwakilan unsur pemerintah dan In8tansi ... v cnrare s s e s
Demikian surat keterangan ini dibgar dengan sebemamya untuk depat
digunakan sehagsi bultti pemenuban syerst menjadi Calon Anggota Komisi
[nformasi Pusatf Provinsi/ Kebupaten/Eota* ......e.ee . tehu 20.....

.................. R~ 1 I

¥Yang membuat permyetaan

Cap

Keteranpgan: *) Coret yang bdak diperlukan.
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